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Abstrak 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan isu yang terus menjadi perhatian dalam ranah 
hukum bisnis Indonesia. Gelombang PHK massal yang terjadi di berbagai sektor industri, 
khususnya pada perusahaan rintisan, ritel, manufaktur, dan teknologi, menjadi potret nyata 
dinamika ekonomi dan tantangan hubungan industrial modern. Di satu sisi, pengusaha memiliki 
hak untuk melakukan efisiensi dan menyesuaikan struktur bisnisnya; di sisi lain, pekerja 
merupakan pihak yang paling rentan terhadap dampak PHK terutama apabila tindakan tersebut 
dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan normatif hukum ketenagakerjaan. Artikel ini 
menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menelaah ketentuan hukum mengenai 
PHK serta menganalisis sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada pekerja. Hasil kajian 
memperlihatkan bahwa meskipun kerangka hukum telah mengatur secara detail mengenai 
prosedur dan alasan PHK, praktik di lapangan masih menyisakan banyak persoalan seperti PHK 
sepihak, pembayaran pesangon yang tidak sesuai ketentuan, dan lemahnya posisi tawar pekerja 
dalam menghadapi keputusan perusahaan. 

Kata Kunci:  PHK, Hukum, Bisnis, Tenaga Kerja, Perusahaan. 

 

 

 

PENDAHULUAN 
Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) merupakan salah satu tema yang 
selalu menempati posisi strategis dalam 
diskursus hukum bisnis dan hubungan 
industrial di Indonesia. Dalam konteks 
ekonomi modern yang sangat dinamis, 
perusahaan dituntut untuk terus 
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beradaptasi dengan perubahan yang 
terjadi, baik di tingkat nasional maupun 
global. Ketidakstabilan ekonomi 
internasional, fluktuasi pasar, 
percepatan inovasi teknologi, serta 
persaingan usaha yang semakin intensif 
mendorong banyak pelaku usaha untuk 
melakukan penataan ulang model bisnis 
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dan struktur organisasi mereka. 
Restrukturisasi tersebut, dalam banyak 
kasus, diwujudkan melalui pengurangan 
jumlah tenaga kerja sebagai bagian dari 
langkah efisiensi. Situasi ini menjadikan 
PHK, terutama PHK massal, sebagai 
fenomena yang tidak bisa dihindari dan 
sering kali menjadi sorotan publik 
maupun akademisi. 

Namun demikian, di balik alasan 
efisiensi dan penyesuaian strategi bisnis, 
pelaksanaan PHK tidak jarang 
menimbulkan persoalan hukum. Banyak 
perusahaan melakukan pemutusan 
hubungan kerja tanpa memperhatikan 
ketentuan normatif yang telah 
ditetapkan dalam hukum 
ketenagakerjaan Indonesia. Dalam 
praktiknya, pekerja sering kali 
diberhentikan secara mendadak tanpa 
pemberitahuan yang memadai, tanpa 
didahului proses dialog atau 
perundingan dengan serikat pekerja, 
atau bahkan tanpa mendapatkan hak-
hak dasar yang seharusnya mereka 
terima, seperti pesangon, uang 
penghargaan masa kerja, atau 
penggantian hak lainnya. Kondisi 
tersebut memperlihatkan ketimpangan 
posisi yang sangat jelas antara pemberi 
kerja yang memiliki kontrol atas 
keputusan bisnis dan pekerja yang 
berada dalam posisi tawar yang lebih 
lemah. 

Secara normatif, Indonesia 
memiliki kerangka hukum yang cukup 
komprehensif dalam mengatur 
mekanisme PHK. Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, yang telah beberapa 
kali mengalami perubahan melalui 
Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta 
berbagai peraturan pelaksana seperti 
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 
2021, memberikan landasan hukum 
yang jelas mengenai syarat, prosedur, 
dan batasan dalam melakukan PHK. 
Regulasi tersebut menegaskan bahwa 
PHK hanya dapat dijadikan pilihan 

terakhir (ultimum remedium) setelah 
seluruh upaya untuk mempertahankan 
hubungan kerja dinyatakan tidak 
berhasil. Selain itu, undang-undang 
secara tegas mewajibkan adanya 
perundingan bipartit, transparansi 
dalam pemberitahuan, serta kewajiban 
perusahaan untuk memenuhi hak-hak 
kompensasi pekerja sesuai ketentuan. 

Meskipun kerangka regulasi 
tersebut dirancang untuk memberikan 
perlindungan yang kuat kepada pekerja, 
realitas yang terjadi di lapangan 
menunjukkan bahwa implementasinya 
masih menemui berbagai hambatan. 
Tidak sedikit perusahaan yang 
menjalankan PHK tanpa melalui proses 
perundingan yang benar, tidak 
memberikan alasan objektif yang dapat 
dipertanggungjawabkan, atau bahkan 
tidak mengajukan permohonan 
penetapan PHK ke lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial 
sebagaimana dipersyaratkan. 
Ketidakpatuhan terhadap prosedur ini 
berpotensi menimbulkan sengketa 
ketenagakerjaan yang berkepanjangan 
dan menempatkan pekerja dalam situasi 
yang semakin sulit, terutama ketika 
mereka tidak memiliki akses terhadap 
pendampingan hukum atau tidak 
memahami hak-hak normatifnya. 

Lebih jauh lagi, kesenjangan 
antara aturan normatif dan praktik di 
lapangan menunjukkan adanya 
persoalan struktural dalam hubungan 
industrial. Di satu sisi, perusahaan 
menghadapi tekanan untuk bertahan 
dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif; 
di sisi lain, pekerja mengandalkan 
perlindungan hukum untuk menjaga 
keberlangsungan hidup dan 
kesejahteraannya. Benturan antara 
kepentingan tersebut menciptakan 
dinamika yang kompleks dan 
memerlukan analisis mendalam untuk 
memahami bagaimana hukum dapat 
berfungsi secara efektif dalam 
menyeimbangkan kebutuhan bisnis 
dengan hak-hak pekerja. 



Rio Bonang, Gunardi Lie  
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (Phk)….…(Hal 4273-4278) 
 

4275 
 

Dengan mempertimbangkan 
berbagai persoalan tersebut, penelitian 
ini memiliki urgensi yang tinggi untuk 
dilakukan. Artikel ini bertujuan 
memberikan pemahaman yang lebih 
menyeluruh mengenai bagaimana 
regulasi ketenagakerjaan mengatur PHK, 
faktor-faktor apa saja yang menjadi 
hambatan dalam penerapannya, serta 
sejauh mana perlindungan hukum bagi 
pekerja dapat diakses dan diberlakukan 
secara efektif. Kajian ini juga diharapkan 
mampu memberikan gambaran 
mengenai interaksi antara norma 
hukum, kepentingan ekonomi 
perusahaan, dan perlindungan terhadap 
hak-hak pekerja dalam konteks 
hubungan industrial modern. 

Berdasarkan penjelasan 
tersebut penulis akan mengkaji dua 
pokok permasalahan yaitu (1) 
Bagaimana pengaturan hukum mengenai 
PHK dalam siste hukum ketenagakerjaan 
Indonesia? (2) bagaimana bentuk 
perlindungan hukum yang dapat diakses 
oleh pekerja? 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 
metode yuridis normatif, yaitu metode 
yang bertumpu pada analisis terhadap 
norma-norma hukum positif yang 
mengatur PHK dalam sistem 
ketenagakerjaan Indonesia serta bentuk 
perlindungan hukum yang tersedia bagi 
pekerja. Metode ini relevan karena 
seluruh isu yang dikaji bersumber dari 
ketentuan perundang-undangan, doktrin 
hukum, dan putusan pengadilan. 

Untuk menjawab permasalahan 
pertama mengenai pengaturan PHK, 
penelitian ini menggunakan pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) 
dengan menelaah regulasi utama seperti 
Undang-Undang Ketenagakerjaan, 
Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan PP 
Nomor 35 Tahun 2021. Pendekatan ini 
membantu memetakan prosedur PHK, 

batasan kewenangan pemberi kerja, 
serta hak-hak pekerja menurut hukum. 

Selanjutnya, untuk menjelaskan 
bentuk perlindungan hukum bagi 
pekerja, penelitian menggunakan 
pendekatan konseptual (conceptual 
approach) guna memahami konsep 
perlindungan preventif dan represif, 
termasuk hak atas pesangon, kewajiban 
perundingan bipartit, dan mekanisme 
penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial. Penelitian ini juga dilengkapi 
pendekatan kasus (case approach) 
melalui analisis putusan Pengadilan 
Hubungan Industrial untuk melihat 
penerapan norma dalam praktik. 

Seluruh bahan hukum primer, 
sekunder, dan tersier dikumpulkan 
melalui studi kepustakaan dan dianalisis 
secara kualitatif, sehingga penelitian 
mampu memberikan gambaran yang 
sistematis mengenai regulasi PHK dan 
efektivitas perlindungan hukum bagi 
pekerja di Indonesia. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan Hukum mengenai 
PHK dalam Sistem Hukum 
Ketenagakerjaan Indonesia 

Pengaturan Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) dalam sistem 
hukum ketenagakerjaan Indonesia pada 
dasarnya dirancang untuk menjaga 
keseimbangan antara kepentingan 
pengusaha dalam menjaga keberlanjutan 
usaha dan perlindungan hak-hak 
pekerja. Kerangka hukum tersebut 
bertumpu pada beberapa regulasi utama, 
yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, 
perubahan melalui Undang-Undang 
Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2023, serta Peraturan 
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. 
Keseluruhan regulasi ini secara tegas 
mengatur bahwa PHK hanya dapat 
dilakukan apabila terdapat alasan yang 
sah menurut ketentuan perundang-
undangan dan setelah seluruh upaya 
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mempertahankan hubungan kerja tidak 
lagi dimungkinkan. 

Secara normatif, PHK wajib 
didahului oleh proses perundingan 
bipartit antara pekerja dan pengusaha, 
dengan tujuan mencari solusi yang tidak 
selalu berujung pada pemutusan 
hubungan kerja. Apabila perundingan 
tidak menghasilkan kesepakatan, maka 
perselisihan dapat diajukan kepada 
mediator, konsiliator, atau arbitrase 
hubungan industrial. Selain itu, 
pengusaha wajib memberikan 
pemberitahuan tertulis kepada pekerja 
mengenai alasan PHK serta hak-hak 
kompensasi yang diberikan. Regulasi 
juga mengatur bahwa PHK tidak boleh 
dilakukan secara sewenang-wenang, 
seperti PHK tanpa alasan objektif, PHK 
karena pekerja mengadukan 
perusahaan, atau PHK yang didasari 
diskriminasi. 

Meskipun kerangka normatif 
tersebut terlihat komprehensif, praktik 
di lapangan menunjukkan bahwa banyak 
perusahaan gagal menerapkan 
prosedur-prosedur tersebut secara 
konsisten. Banyak kasus PHK dilakukan 
tanpa pemberitahuan, tanpa 
perundingan bipartit, atau hanya 
berdasarkan alasan efisiensi yang tidak 
dapat dibuktikan secara objektif. Hal ini 
menunjukkan bahwa meskipun sistem 
hukum ketenagakerjaan menyediakan 
perlindungan yang luas, efektivitasnya 
sangat bergantung pada kepatuhan 
pelaku usaha serta mekanisme 
pengawasan pemerintah. 

 
Bentuk Perlindungan Hukum 

yang Dapat Diakses oleh Pekerja 
Dalam konteks ketenagakerjaan 

Indonesia, perlindungan hukum 
terhadap pekerja yang mengalami PHK 
dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 
perlindungan hukum preventif dan 
perlindungan hukum represif. 
Perlindungan preventif mencakup 
kewajiban pengusaha untuk mematuhi 
prosedur PHK sesuai undang-undang, 

termasuk pemberitahuan tertulis, 
perundingan bipartit, dan pemberian 
hak-hak normatif seperti pesangon, uang 
penghargaan masa kerja, dan uang 
penggantian hak. Ketentuan ini 
bertujuan mencegah terjadinya PHK 
yang semena-mena dan memastikan 
posisi pekerja tidak dirugikan secara 
sepihak oleh keputusan perusahaan. 

Di sisi lain, perlindungan hukum 
represif diberikan melalui mekanisme 
penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial apabila pekerja merasa PHK 
dilakukan secara tidak sah atau hak-
haknya tidak dipenuhi. Pekerja dapat 
mengajukan pengaduan kepada Dinas 
Ketenagakerjaan untuk dilakukan 
mediasi, dan apabila penyelesaian tidak 
tercapai, pekerja berhak mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Hubungan 
Industrial (PHI). Putusan PHI sering kali 
menjadi instrumen yang efektif untuk 
memulihkan hak-hak pekerja, misalnya 
dengan memerintahkan pengusaha 
membayar kompensasi yang lebih besar 
atau bahkan mempekerjakan kembali 
pekerja. 

Meskipun mekanisme 
perlindungan hukum tersebut tersedia, 
dalam praktiknya pekerja masih 
menghadapi berbagai hambatan. Pekerja 
sering kali tidak memahami prosedur 
hukum, tidak memiliki akses terhadap 
bantuan hukum, atau khawatir 
menghadapi intimidasi dari perusahaan. 
Selain itu, proses penyelesaian sengketa 
melalui PHI kerap memakan waktu yang 
lama dan membutuhkan biaya yang tidak 
sedikit. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
perlindungan hukum bagi pekerja, 
meskipun diatur secara normatif, belum 
sepenuhnya efektif untuk memberikan 
kepastian dan rasa keadilan. 
 
SIMPULAN 

meskipun sistem hukum 
ketenagakerjaan Indonesia telah 
mengatur secara rinci mengenai 
prosedur dan alasan PHK, termasuk 
kewajiban perundingan bipartit dan 
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pemberian pesangon, implementasinya 
di lapangan masih menghadapi berbagai 
kendala, seperti PHK sepihak, 
ketidaksesuaian pembayaran 
kompensasi, dan lemahnya akses pekerja 
terhadap mekanisme penyelesaian 
sengketa; oleh karena itu, disarankan 
agar pemerintah memperkuat 
pengawasan dan penegakan regulasi, 
meningkatkan literasi hukum dan akses 
bantuan hukum bagi pekerja, serta 
perusahaan perlu menerapkan prosedur 
PHK secara transparan dan adil untuk 
menciptakan keseimbangan antara 
efisiensi bisnis dan perlindungan hak-
hak pekerja. 
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